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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR 13 TAHUN 2023 
                           

  TENTANG 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  

DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI SUKOHARJO, 
  

Menimbang : a. bahwa insentif merupakan tambahan penghasilan yang 
diberikan kepada pemungut retribusi sebagai penghargaan 

atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 307) terdapat perubahan 

nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Retribusi Daerah, perlu diubah; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2757);  

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 289); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
300); 

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor  11  Tahun 2021 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH. 
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Pasal I 

 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12) diubah 
sebagai berikut:  

 
1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

 
1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah 
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 

penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi   hingga pengawasan 

penyetoran. 
7. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan Retribusi Daerah. 

2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 2 diubah dan huruf c ayat 
(2) Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 
 

(1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi 

Daerah, diberikan Insentif Pemungutan Retribusi 
Daerah. 

(2) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan 
kepada: 

a. Pejabat dan Pegawai BPKPAD, sesuai dengan 
tanggung jawab masing-masing sebagai aparat 

pelaksana pemungut retribusi; 
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab 

pengelolaan keuangan Daerah; dan 

c. Petugas lainnya yang ditugaskan memungut 
retribusi oleh instansi pelaksana pemungut 
Retribusi Daerah. 

(3) Pemberian Insentif Pemugutan Retribusi Daerah kepada 
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum 
diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

      

    Ditetapkan di Sukoharjo 
    pada tanggal  10 April 2023  
 

    BUPATI SUKOHARJO, 

 
ttd. 

 

 ETIK SURYANI 
 
 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 10 April 2023 
 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd. 
  

             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2023 NOMOR 13 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
 

TEGUH PRAMONO,SH,MH 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19710429 199803 1 003 
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